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Jual beli merupakan kegiatan mayoritas yang dilakukan umat 
manusia untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam Jual beli 
terdapat rukun jual beli diantaranya, akad, orang-orang yang berakad, 
dan objek akad. Tetapi masih ada jual beli yang objeknya masih 
meragukan apakah boleh dijadikan sebagai objek jual beli atau tidak. 
 seperti hal nya jual beli kadaver, kadaver adalah kata lain dari 
mayat yang biasanya digunakan oleh mahasiswa kedokteran untuk 
dijadikan bahan praktek ataupun untuk tujuan penelitian. Dalam 
penelitian ini dirumuskan permasalahannya diantaranya bagaimana 
praktik jual beli kadaver dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang 
jual beli kadaver ? Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum 
Perundang-undangan indonesia terhadap jual beli kadaver. 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 
research). karena penelitian ini dilakukan untuk mencari data 
khususnya mengenai jual beli kadaver dalam perspektif hukum islam. 
Sedangkan data diperoleh dengan cara membaca kemudian mengutip 
baik secara langsung maupun tidak langsung dari referensi yang terkait 
dengan topik kajian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif 
kualitatif yaitu menghasilkan berupa data-data tertulis. Metode yang di 
gunakan adalah metode  analisis isi (content analysis) yaitu penelitian 
yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi 
tertulis. 
Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana hukumnya praktik jual beli mayat 
tersebut, dan mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang jual beli mayat. 
Dari hasil penelitian dari praktik jual beli kadaver, bahwa 
kadaver tersebut diperjual belikan untuk keperluan pendidikan bagi 
calon dokter, yang memang harus menggunakan mayat asli sebagai 
bahan penelitian mengingat pentingnya profesi seorang dokter karena 
menyangkut keselamatan manusia. Adapun  pelaksanaan jual beli 
kadaver dilakukan antara mahasiswa dan Rumah sakit maupun 
universitas dan Rumah sakit, pelaksaan jual beli kadaver dapat 
dilakukan dengan dua cara yaitu mahasiswa yang datang ke Rumah 
sakit sendiri atau membeli kadaver melalui perantara pihak universitas, 
dan Hukum jual beli kadaver dalam islam adalah boleh, karena telah 
memenuhi unsur kemaslahatan bagi orang banyak, mengingat 
pentingnya provesi seorang dokter atau tenaga medis dalam 
kelangsungan hidup orang banyak, hal ini juga dikuatkan oleh fatwa 
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   ٢  ... َوتََعاَونُوْا عَََل ٱ
“....dan tolong-menolonglah kamu dalam (berbuat) kebaikan dan 
jangan tolong-menolonglah (berbuat) dosa dan pelanggaran)’’.  
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A. Penegasan Judul 
Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang 
jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu 
adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa 
istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan 
tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap 
pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping 
itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok 
permasalahan yang akan dibahas. 
Adapun skripsi ini berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM 
TENTANG JUAL BELI KADAVER”. Untuk itu perlu diuraikan 
pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut: 
1. Kadaver adalah mayat yang diawetkan.1 Dalam kasus ini 
kadaver yang dimaksud adalah mayat yang diawetkan dan 
dijadikan bahan praktik bagi mahasiswa kesehatan. 
2. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-
hukum syara‟ yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan 
perbuatan manusia yang dipahami dan digali dari sumber-







                                                          
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 
(Jakarta: Gramedia, 2011), h. 601. 
 2 Abd. Rahman Dahlan,  Ushul Fiqh, cet III (Jakarta: Amzah, 2014), h. 15. 
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B. Alasan Memilih Judul 
Alasan penulis memilih judul “Tinjauan hukum Islam tentang 
jual beli kadaver” adalah sebagai berikut: 
1. Alasan Obektif, masih ada jual beli yang objeknya masih 
meragukan apakah boleh dijadikan sebagai objek jual beli atau 
tidak, seperti hal nya jual beli kadaver, kadaver adalah kata lain 
dari mayat yang biasanya digunakan oleh mahasiswa kedokteran 
untuk dijadikan bahan praktek ataupun untuk tujuan penelitian. 
Praktek yang dilakukan adalah dengan membedah mayat 
tersebut dan pada akhirnya hanya akan tersisa kulit dan tulang, 
mayat yang diperjualbelikan adalah mayat tanpa identitas.  
 
2. Alasan Subjektif, ditinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini 
sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang 
Muamalah fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 
 
C. Latar Belakang Masalah 
Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk melakukan 
interaksi dengan makhluk lainya, dalam hal ini manusia sebagai 
makhluk sosial tidak lepas dari ketergantungan dan saling 
berhubungan dengan makhluk lain dalam menjalani kehidupannya. 
Hubungan ini disebut dengan muamalah, muamalah ialah hubungan 




Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman 
hidup yang menyeluruh, meliputi bidang: aqidah, yaitu pedoman 
tentang bagaimana seharusnya kepercayaan atau berkeyakinan. 
                                                          
3 Al-Ustadz H. Idris Ahmad, fiqh menurut Madzab Syafi‟i, (Djakarta: Widjaya 
Djakata, 1969), h. 3. 
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Terutama tentang bidang akhlak, yaitu pedoman tentang seharusnya 
manusia bersifat baik dalam rangka berhubungan dengan Allah 
SWT, sesama manusia, maupun alam sekitarnya. Pedoman hidup 
tentang ibadah, yaitu bagaimana seharusnya manusia beribadah 
kepada Allah SWT, pedoman muamalah, yaitu bagaimana 
seharusnya manusia melaksanakan hidup bertetangga, bernegara, 
bergaul antar bangsa, berekonomi dan sebagainya.
4
 
Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat 
wajar dalam usaha mencari kekayaan guna memberi kesempatan 
pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalat di 
kemudian hari. Islam juga memberikan tuntunan supaya pintu 
perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-
kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya 
kepada pihak lain. Dengan kata lain, masalah muamalah ini diatur 
dengan sebaik-naiknya agar manusia dapat memenuhi 
kebutuhannya tanpa memberikan mudharat kepada orang lain.
5
 
Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan akan 
sandang pangan dan papan yang tidak pernah berkurang bahkan 
kian bertambah mengikuti pertumbuhan manusia itu sendiri, 
kenyataan tersebut terbukti sejak pertama manusia diciptakan. 
Dari sekian banyak jenis usaha untuk memenuhi segala 
kebutuhan manusia, salah satunya adalah dengan jual beli. Praktik 
jual beli merupakan bentuk muamalah yang intinya adalah suatu 
perjanjian tukar-menukar di antara kedua belah pihak yang satu 
menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai 
                                                          
4 Ahmad Azhar Basyir, Garis-Garis Besar Ekonomi Islam, Edisi Revisi, 
(Yogyakarta: BPFE, 1978), h. 1. 
5 Nazar Bakry, Problema Pelaksanaan Fiqh Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 1994), h. 57. 
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Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat An-Nisa‟: 29 
َرًة َعن حَرَ  جَٰ ٓ َٱن حَُكوَن ِتَ َلذ
ِ
ِطِل ا مَۡب َٰ
 
مَُُك بَيۡنَُُك ِبأ ٓوْا َٱۡمَوَٰ
يَن َءاَمنُوْا ََل ثَأُُۡٔكُ ِ َّلذ
 
َا ٱ ٓأَُّيه اٖض يَ َٰ




ۚۡ ا ۚۡ َوََل ثَۡقُتوُٓوْا َٱهُفَسُُكۡ نُُكۡ  ّمِ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
denga jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 
diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, 




Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk 
memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil, yaitu yang 
bertentangan dengan hukum Islam dan jual beli harus didasari 
saling suka rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh 
berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. 
Jual beli terjadi karena satu pihak memiliki barang dan di 
pihak lain ada yang membutuhkannya. Demikian juga dengan jual 
beli kadaver yang akan dibahas dalam skripsi ini, kadaver 
merupakan mayat yang diawetkan. Praktik jual beli kadaver (mayat) 
ini meskipun terdengar tabu untuk di kalangan masyarakat awam, 
akan tetapi praktik jual beli ini masih eksis hingga kini di kalangan 
mahasiswa kedokteran. 
Adapun kadaver (mayat) ini digunakan untuk dibedah 
(otopsi), terdapat tiga macam otopsi yaitu otopsi anatomis, otopsi 
                                                          
6 Prof. Dr. H. Hendi Suhandi, fiqh muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2013), h.69 
7 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, 
(Semarang: CV. Al-wa‟ah, 1997), h. 122. 
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klinik dan otopsi kehakiman/forensik.
8
 Kadaver (mayat) ini dibeli 
dari rumah sakit dan Rumah sakit ini memperoleh mayat tersebut 
dari jenazah yang tanpa identitas maupun jenazah yang tidak 
diambil kembali oleh keluarganya. Praktik yang dilakukan adalah 
dengan memanfaatkan kadaver (mayat) tersebut secara keseluruhan 
hingga hanya tersisa kulit dan tulang dengan cara membedah atau 
merobek bagian-bagian yang diperlukan. 
Padahal, ini tidaklah selayaknya diperlakukan pada jasad 
manusia, terlebih lagi bila ditinjau dari hukum Islam terdapat dalil-
dalil tentang hukum perlakuan pada mayat manusia. 
Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Al-Isra :70 
يُ وۡنَ َٰ ِت َوفَضذ بَ َٰ ّيِ مطذ
 




يُۡم ِِف ٱ وۡنَ َٰ ۡمنَا بَِِنٓ َءاَدَم َوََحَ ۡم َومَقَۡد َلرذ
ۡن َخوَۡقنَا ثَۡفِضيٗٗل عَََلٰ َلِثرٖي  مذ   ّمِ
Artinya : “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak 
Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri 
mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka 
dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang 
telah Kami ciptakan” 
Ayat ini menunjukan bahwa jasad manusia itu mulia. Dan 
kemuliaan ini berlaku baik dalam keadaan ia hidup maupun sudah 
mati. Sedangkan dalam proses bedah mayat, terjadi perlakuan tidak 
mulia terhadap mayat seperti dipotong daging atau tulang nya, 
diangkat organ tubuh dan perlakuan lain yang sejenis. 
Secara hukum Islam masih belum jelas hukum jual beli 
kadaver (mayat) ini karena tidak memenuhi syarat ma‟qud „alaih, 
yaitu barang harus milik sendiri tidak boleh milik orang lain. 
                                                          
8 Departemen Ilmu Kedokteran dan Medikolegal, Ilmu Kedokteran Forensik dan 
Medikolegal, (Surabaya, 2010 ), h. 201. 
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Sedangkan disisi lain ada banyak maslahat yang diambil dari jual 
beli tersebut. Disinilah peneliti tertarik untuk menelusuri dan 
meneliti apakah jual beli tersebut sah atau tidak. 
Adapun yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini 
adalah tentang “Tinjauan hukum Islam tentang jual beli kadaver”. 
D. Fokus Penelitian 
Penelitian ini difokuskan pada bagaimana praktik jual beli 
kadaver, serta bagaimana hukum tentang jual beli kadaver tersebut 
apakah dibolehkan menurut pandangan hukum islam atau tidak. 
 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini 
adalah: 
1. Bagaimana praktik jual beli kadaver ? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli kadaver? 
 
F. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli kadaver. 
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum perundang-undangan 
Indonesia dan hukum Islam tentang jual beli kadaver. 
2. Kegunaan penelitian 
a. Secara teoritis untuk memberikan pemahaman mengenai 
jual beli kadaver dan diharapkan dapat memperkarya 
khazanah pemikiran keIslaman pada umumnya civitas 
akademik Fakultas Syari‟ah dan jurusan muamalah pada 
khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi 
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penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian terus 
berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal. 
b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu 
syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H 
pada Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 
 
G. Signifikasi Penelitian 
Di dalam penelitian ini juga diharapkan dapat 
memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri tentang 
manfaat nya, adapun diantara manfaat yang dapat diberikan: 
a. Manfaat teoritis atau keilmuan 
1. Untuk mengetahui seberapa penting peran kadaver dalam 
bidang kesehatan, khusus nya bagi para mahasiwa 
kesehatan atau calon dokter. 
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangsih kepada perkembangan bidang keilmuan. 
b. Manfaat praktis 
1. Permasalahan yang terjadi diharapkan dapat segera 
diketahui, dan selanjutnya dapat diberikan solusi. 
2. Manfaat penelitian ini juga diajukan untuk kegunaan 
praktis, yaitu menyelesaikan persoalan sejenis baik dalam 
sebuah masyarakat dan negara. 
 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah cara mencari kebenaran dan asas-
asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan 
disiplin ilmu yang bersangkutan.
9
 Sedangkan penelitian adalah 
pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang 
                                                          
9 Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 911. 
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pemahamanya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-
fakta.
10
 Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 
metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan 
menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini penulis 
menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library 
research) artinya data dan bahan kajian yang dipergunakan 
berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku-
buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian 




2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu 
menganalisis data yang diperoleh secara jelas dan terperinci, 
sekaligus menganalisa permasalahan yang ada untuk 
menjawab rumusan. 
3. Sumber dan Jenis Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah data 
kepustakaan. Sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan 
data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-
bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan 
penelitian. Data yang dibutuhkan meliputi: 
 
 
                                                          
10Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Methodelogi Penelitian, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 1997), h. 1. 
11 Susiadi AS, Metode Penelitian, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan 
Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 10. 
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a. Bahan Hukum Primer (pokok)  
Data primer adalah data yang diperoleh lansung 
dari responden atau objek yang di teliti.
12
 Dalam hal ini 
data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari Al-
Quran, AL-Hadis. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Sumber data sekunder yaitu data yang 
mendukung data penelitian, pengumpulan data ini 
diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan judul-judul lain 
yang berkaitan dengan judul proposal yang dimaksud. 
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang 
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer 
dan skunder seperti kamus hukum dan ensiklopedi. 
4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan data 
Dalam penelitian ini pengumpulan data penulis 
menggunakan dokumentasi dengan cara membaca, menelaah, 
menyalin, mengutip serta mempelajari berbagai macam 
literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang 
diteliti baik terhadap bahan hukum primer maupun skunder. 
Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data 
dengan cara: 
a. Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah data 
yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan 
sudah sesuai/relevan dengan masalah. 
b. Penandaan data (coding), yaitu memberikan catatan atau 
tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, 
perundang-undangan, atau dokumen). 
                                                          
12 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor Indonesia: Ghlia, 2009), h. 60. 
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c. Rekontruksi data (reconstructing),  yaitu menyusun ulang 
data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah 
dipahami dan diinterpretasikan. 
d. Sistematisasi data (sistematizing), yaitu menempatkan data 




5. Metode Analisis Data 
Dalam penelitian ini analisa data dilakukan dalam 
bentuk analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data 
dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, 
lengkap dan rinci menurut pembahasan yang telah ditentukan. 
Hal ini akan mempermudah penafsiran dan penarikan 
kesimpulan sebagai jawaban penelitian yang kemudian hasil 
analisis dan pembahasan tersebut ditulis dalam bentuk 
laporan penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, 
lengkap dan jelas penelitian ini menggunakan tehnik berfikir 
deduktif, yaitu tehnik analisis data yang bermula dari fakta-
fakta atau peristiwa yang bersifat umum dikaji untuk 
menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus atau upaya 
penghususan suatu hasil penelitian atau data yang umum 







                                                          







A. Jual Beli Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian Jual Beli 
Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai‟, 
al-tijarah, dan al-mudabalah.
14
 Hal ini sebagaimana firman 
Allah Swt. Q.S. Fathir (35) ayat 29, sebagai berikut: 
ذن ثَُبوَر يَرۡ  َرٗة م جَٰ  ُجوَن ِتَ
Artinya: “mereka mengaharapkan tijarah (perdagangan) yang 
tidak akan rugi.” 
15
 
Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual 
dan beli memiliki arti tolak belakang. Kata jual menunjukkan 
bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah 
perbuatan membeli. Dengan demikian kata jual beli 
menunjukan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu 
satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini 
terjadilah hukum jual beli.
16
 
Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli 
yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan 
masing-masing definisi adalah sama.
17
 Para ulama memberi 
definisi tentang jual beli sebagai berikut: 
 
                                                          
14 Hendi Suhendi, Fiqh Mu‟amalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 67. Lihat 
juga Racmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqh, Cetakan 5, (Jakarta: Pustaka Setia, 2015), h. 73. 
15 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Terjemahannya, Cetakan 
Kedua, (Bandung: PT Mizan Buaya Kreativa, 2012), h. 438. 
16 Racmat Syafe‟i h. 73. 
17 Nasrun Harun, Fiqh Mu‟amalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111. 
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a. Ulama Hanafiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua 
macam, yaitu: 
امَْماِل ِِبمَْماِل عَََل َوْجِو َمْخُصْوٍص. 18َوُىَو ُمبَا َد ََلُ  
Artinya: Saling menukar harta dengan harta dengan cara 
tertentu, atau 
ٍء َمْرغُْوٍب ِفْيِو ِبِمثِْل عَََل َوْجِو ُمقَيذٍد َمْخُصْوص ُمبَاَدََلُ ََشْ
19  
Artinya: Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan 
yang sepadan melalui cara  tertentu yang bermanfaat. 
 
Dua definisi di atas diambil pengertian bahwa cara 
khusus yang dimaksud fuqaha Hanafiyah adalah melalui 
ijab, yaitu ungkapan dari pembeli, dan qabul, yaitu 
pernyataan menjual dari penjual. Kemudian dalam definisi 
di atas juga disebutkan “yang bermanfaat”, disini yang 
dimaksud adalah harta yang diperjualbelikan harus 
bermanfaat bagi muslim. Sehingga bangkai, minuman dan 
darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, 
karena jenis-jenis benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. 
Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap di 








                                                          
18 Adurrahman Al-Jazairy, Khitabul Fiqh „Alal Madzahib al-Arba‟ah, Juz II, 
(Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 135. 
19 Ibid., 
20 Hendi Suhendi, h. 113. 
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1) Jual beli dalam arti umum, yaitu: 
ِة . فَيَُو َعْقُد ُمَعا َو َضِة عَََل غرَْيِ َمنَا ِفَع َوََل ُمْتَعِة ََّلذ
21  
Artinya:  Jual beli adalah akad mu‟awadhah (timbal 
balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk 
menikmati kesenangan. 
Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan 
tukar menukar suatu yang bukan kemanfaatan atau 
kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat 
kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah 
bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat 
(berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, 
jadi bukan manfaatnya atau hasilnya. 
Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami 
bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar 
menukar benda atau barang yang mempunyai nilai 
sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu 
menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya 
sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di 
benarkan syara‟ dan disepakati.
22
 
2) Jual beli dalam arti khusus, yaitu: 
ِة َٱْو ُمََك يََسِة  فَيَُو َعْقُد ُمَعا َو َضِة عَََل غرَْيِ َمنَا ِفَع َوََل ُمْتَعِة ََّلذ




                                                          
21 Syamsudin Muhammad ar-Ramli, Nihayah Al-Muhtaj, Juz III, (Beirut: Dar Al-
Fikr, 2004), h. 204. 
22 Hendi Suhendi, h. 69. 
23 Syamsudin Muhammad ar-Ramli, h. 372. 
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Artinya: Jual beli adalah akad mu‟awadhah (timbal 
balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk 
menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah 
satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, 
objeknya jelas bukan utang. 
Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar 
menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan 
pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, 
penukaran bukan emas bukan pula perak, benda yang 
dapat di realisir dan ada sertifikat (tidak diragukan), 
tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan 
pembali mapun tidak, barang yang sudah diketahui 
sifat-sifatnya atau sudah di ketahui terlebih dahulu.
24
 
c. Imam Syafi‟i memberikan definisi jual beli, yaitu pada 
prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila 
dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang 




d. Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli, yaitu: 
26ُمبَا َدََلُ امَْماِل ِِب امَْماِل ثَْمِوْيًَك َو ثََموهًَك .  
Artinya: Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk 
saling menjadikan milik. 
Menurut Ibnu Qadamah perdagangan adalah 
pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. 
Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilik harta benda 
                                                          
24 Hendi Suhendi, h. 70. 
25 Syafi‟I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan kitab Al 
Umm,penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaliddin, Jilid 2, (Jakarta: 
Pustaka Azzam, 2013), h. 1. 
26 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Juz III, (Bandung: Alma‟arif, 1987) h. 559. 
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dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan 
ketentuan syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-
Hasani, ia mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiyah, 
jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta 
melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem 
pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang 
memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia 
untuk menggunakannya. Kemudian yang dimaksud 
dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan 
(sighah ijab qabul).
27 
e. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli yaitu: jual beli 
adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan 
saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan 
adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
28
 
f. Wahbah Az-Zuhaili Mendefinisikan jual beli yaitu tukar 
menukar barang yang bernilai dengan semacamnya 
dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau 
mu‟athaa (tanpa ijab qabul).
29
 
Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami 
bahwa pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar 
menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara 
sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima 
benda-benda dan pihak lain menerima sesuai perjanjian 
atau ketentuan yang telah dibenarkan syara‟ dan 
disepakati. 
                                                          
27 Ismail Nawawi, Fikih Mu‟amalah (Klasik Kotemporer), (Bogor: Graham 
Indonesia, 2012), h. 75. 
28 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid ke 12, (Bandung: Alma‟arif, 1987), h. 45. 
29  Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillathuhu, Jilid V, Penerjemah: Abdul 
Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25. 
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Jual beli dalam perspektif hukum Islam harus sesuai 
dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-
persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada 
kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan 
rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan 
kehendak syara‟. Yang dimaksud dengan benda dapat 
mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat 
benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda 
yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya 
menurut syara‟. Benda itu ada kalanya bergerak (dapat 
dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat 
dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya 
tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada 
perumpamaannya dan tak ada yang menyerupai dan yang 
lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan 
sepanjang tidak dilarang syara‟.
30
 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
Hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan 
tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi 
(w.790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah 
menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika 
terjadi praktik ikhtikar (penimbunan barang sehingga stok 
hilang dari pasar dan harga melonjak naik).
31 Jual beli 
disyariatkan berdasarkan Al-Qur‟an, sunnah, dan ijma‟. 
 
 
                                                          
30 Hendi Suhendi, h.  69. 





Hukum jual beli yang disyari‟atkan dalam Islam yang 
bersumber dari Al-Qur‟an antara lain: 
1) Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275 
هللُا امَْبْيَع َو َحرذ َم امّرِبٰواَو َا َحلذ 
32 … 
Artinya:“…Padahal Allah telah menghalalkan jual 
beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah (2) 
: 275) 
Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan 
gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan 
keharaman riba. Allah SWT tegas-tegas 
menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. 
Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-
sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat 
perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama 
dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan 
disamping tanggung jawab risiko kerugian yang 
kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.
33
  
2) Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 198 : 
ُُِّك مَيَْس عَوَْيُُكْ ُجنٌَح َاْن ثَبْ  ْن رذ ب تَُغْوافَْضًٗل ّمِ
34
 
Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari 
karunia dari Tuhanmu.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 198) 
 
 
                                                          
 32 Departemen Agama RI, h. 47. 
 33  Muhammad Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi, (Jakarta: Paragonatama 
Jaya, 2013), h. 173-174. 
 34 Departemen Agama RI, h. 31. 
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3) Q.S. An-Nisa‟ (4) ayat 29 : 
ٓ َاْن حَُكْوَن  يَن ٰاَمنُْوا ََل ثَأْ ُُكُْوٱٓ َاْمَوامَُُكْ بَيْنَُُكْ ِِبمَْباِطِل ِاّلذ ِ َا اَّلذ يٰأَٓ ُّيه
  ِتَاَرًة َعْن حََراٍض ِمنُُْكْ 
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! 
Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan 
jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama 
suka di antara kamu”. (Q.S. An-Nisa‟ (4) : 29)
35
 
Isi kandungan ayat di atas menekankan 
keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang 
ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan 
dengan (امباطل) al-bathil, yakni pelanggaran terhadap 
ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. 
Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan 
kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan ( 
 an tarâdhin minkum. Walaupun„)عن حر اض منُك
kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk 
hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab 
dan qabul, atau apa saja yang dikenal dengan adat 
kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk 






                                                          
35 Ibid., h. 83. 





Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah 
SAW. di antaranya adalah: 
1) Hadis Riwayat Al-Baz-zar 
عَوَْيِو  امنذِِبذ َصَلذ هللاُ َعْن ِرفَاعََة بَْن َراِفعٍ َرِِضَ هللُا َعْنُو َانذ 
ِئَل: َايه امَْكْسِب  َ س ُ ُل  قَال َٱْطَيُب؟َوَسَّلذ ُجِل ِبَيِدِه , ََعَ امرذ
ْوٍر )رواه امزبار واحلامك( َوُُكه بَْيعٍ َمْبُ
37  
Artinya: Dari Rifa‟ah bin Rafi ra., bahwasanya Nabi 
Saw. pernah ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling 
baik?” Beliau menjawab,“Pekerjaan seseorang 
dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang 
baik.”(H.R. Al-Baz-zar). 
 Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi 
kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah 
SWT.  
2) Hadis Riwayat Bukhari 
بِْن َعْبِدهللِا َانذ َرُسو َل هللِا ص م قَاَل َرِحَم هللُا َرُجًٗل اِ َعْن َخاِبرْ 
ًحا ِاَزا َِبَع َوِا َزااْصََتَ ى َوِاَزااْقتََض )رواه امبخارى( ََسْ
38  
Artinya: Dari Jabir Bin Abdullah r.a., katanya: 
Rasulullah saw. Bersabda “Allah mengasihi orang 
yang murah hati ketika menjual, ketika membeli dan 
ketika menagih.” (H.R.Bukhari). 
 
                                                          
 37 Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam, 
penerjemah: Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 303. 
 38 __________,Shahih Bukhari I-IV, Jilid II, penerjemah: Zainuddin Hamidy, 




Umat sepakat jual beli dan penekunannya sudah 
berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga 
hari ini.
39
 Para ahli ushul merumuskan kadiah fiqh yang 
berbunyi: 
ِمْيُل عَََل َمنِْعوِ  َِبَحُة ِاَلذَماقَاَم ادلذ
ِ
40اّْلَْصُل ِِف ْاملَُعاَمََلِ َاَْل  
“Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah 
kebolehan (ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya”. 
Itu artinya, mengenai dasar hukum jual beli dalam 
ijma, ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan 
dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu 
mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. 
Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain  




3. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya 
maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan 
ketentuan syara‟.
42
 Rukun dan syarat dalam praktik jual beli 
merupakan hal yang snagat penting. Sebab tanpa rukun dan 
syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena 




                                                          
 39 Sayyid Sabiq, h. 48. 
 40 Beni Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 
59-60. 
 41 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 75. 
42 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Mu‟amalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 76. 
21 
 
a. Rukun Jual Beli 
Rukun adalah mufrad dari kata jama‟ arkan, artinya 
asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuai yang menentukan 
sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila 
ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk 
di dalam pekerjaan itu.
43
 
Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, 
yaitu ijab (ungkapan penjual ke pembeli) dan qabul 
(ungkapan pembeli ke penjual). Menurut ulama 
Hanafiyah, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah 
kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. 
Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati 
yang sering tidak kelihatan, maka diperlukannya indicator 
(Qarinah) yang menunjukan kerelaan antar kedua belah 
pihak untuk mengaplikasikan dalam bentuk perkataan, 
yaitu ijab dan qabul atau dalam bentuk perbuatan, yaitu 




Para ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada 
3, yaitu: 
1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli; 
2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang; 
3) Akad (Transaksi), yaitu segala tindakan yang 
dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan 
                                                          
43 M. Abdul Mujieb, dkk, Kamus Istilah Fiqh, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 
2002), h. 300-301. 
44 M. Ali Hasan, h. 118. 
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mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu 
berbentuk kata-kata maupun perbuatan.
 45
 
Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli itu 
ada empat, yaitu: 
a) Pihak-pihak yang berakad (al-„aqdani). 
Orang yang melakukan akad jual beli meliputi 
penjual dan pembeli. Pelaku ijab dan qabul 
haruslah orang yang ahli akad baik mengenai apa 
saja, anak kecil, orang gila, orang bodoh, tidak 
diperbolehkan melakukan akad jual beli. Orang 




b) Adanya sighat akad (ijab qabul) 
Ijab dan qabul merupakan bentuk pernyataan 
(serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan 
pembeli). Dalam hal ini Ahmad Azhar Basyir 
telah menetapkan kriteria yang terdapat dalam ijab 
dan qabul, yaitu: 
(1) Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang 
sekurang-kurangnya telah mencapai umur 
tamyiz, yang menyadari dan mengetahui isi 
perkataan yang diucapkan, sehingga 
ucapannya itu benar-benar merupakan 
pernyataan isi hatinya. Dengan kata lain, ijab 
dan qabul harus keluar dari orang yang cukup 
melakukan tindakan hukum. 
                                                          
45  Madani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 
2013), h. 102. 
46 A. Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga 
dan Bisnis), Cetakan Pertama, (Lampung:IAIN Raden Intan, 2015), h. 141. 
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(2) Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek 
yang merupakan objek akad. 
(3) Ijab dan qabul harus berhubungan langsung 
dalam suatu majelis, apabila kedua belah 
pihak sama-sama hadir atau sekurang-
kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab 
oleh pihak yang tidak hadir.
47
 
Ijab dan qabul (sighat „aqad) dapat dilakukan 
dengan berbagai cara, yaitu: 
(a) Secara lisan, yaitu dengan menggunakan 
bahasa atau perkataan apapun asalkan 
dapat di mengerti oleh masing-masing 
pihak yang berakad. 
(b) Dengan tulisan, yaitu akad yang 
dilakukan dengan tulisan oleh salah satu 
pihak atau kedua belah pihak yang 
berakad. Cara yang demikian ini dapat 
dilakukan apabila orang yang berakad 
tidak berada dalam satu majlis atau 
orang yang berakad salah satu dari 
keduanya tidak dapat bicara. 
(c) Dengan isyarat, yaitu suatu akad yang 
melakukan dengan bahasa isyarat yang 
dapat dipahami oleh kedua belah pihak 
yang berakad atau kedua belah pihak 
                                                          
47 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah, (Yogyakarta: UII Press, 
2000), h. 66-67. 
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c) Ma‟qud „alaih (barang yang dibeli) 
d) Saman (nilai tukar pengganti barang) 
Dalam Hukum Perdata, unsur-unsur jual beli antara lain: 
49
 
a) Subjek hukum, yaitu pihak penjual dan pembeli; 
b) Status hukum, yaitu untuk kepentingan diri 
sendiri atau pihak lain; 
c) Peristiwa hukum, yaitu persetujuan penyerahan 
hak milik dan pembayaran; 
d) Objek hukum, yaitu benda dan harga; 
e) Hubungan hukum, yaitu keterikatan kewajiban 
dan hak pihak-pihak. 
b. Syarat syahnya jual beli 
Hukum dasar dalam masalah muamalah syarat ini 
adalah keabsahan dan keharusannya bagi orang yang 
memang disyaratkan dengannya. Hal ini di dasarkan 
kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam, 
“orang-orang muslim menurut syarat-syaratnya mereka 




Salah satunya dinyatakan: hukum dasar dalam 
berbagai akad dan syarat ialah adanya larangan di 
dalamnya, kecuali yang disebutkan pembolehannya dalam 
syari‟at. Ini merupakan pernyataan ahli zhahir dan 
                                                          
48 Ibid, h. 68-70. 
49 Abdul kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Revisi, (Bandung: 
Citra Aditya Bakti, 2010), h. 319. 
50 Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassan, Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim, 
(Jakarta: Darul-Falah, 1992), h. 630. 
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termasuk dasar hukum ahli ushul Abu Hanifah, mayoritas 
Asy-syafi‟i, sebagian rekan Malik dan Ahmad. Terkadang 
Ahmad memberikan alasan kebatilan akad, karena tidak 
disinggung oleh atsar dan qiyas. Begitu pula sebagian 
rekan-rekannya yang memberikan alasan tidak syahnya 
syarat, karena ia bertentangan dengan keharusan akad. 
Mereka berkata, “apa pun yang bertentangan dengan 
keharusan akad, maka ia bathil”. Sedangkan zhahir tidak 
menganggapnya sah baik akad maupun syaratnya, kecuali 
yang membolehkannya ditetapkan nash atau ijma‟. 
Sedangkan Abu Hanifah, prinsip hukumnya 
mengharuskan tidak sahnya syarat dalam akad, yang 
bertentangan dengannya secara mutlah. Asy-syafi‟i 
sependapat dengannya, bahwa setiap syarat bertentangan 
dengan keharusan akad adalah bathil.
51
 
1) Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus 
memenuhi syarat-syarat berikut: 
a) Baligh, yaitu menurut hukum Islam (fiqih), 
dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 
tahun bagi anak laki-laki dan telah dating bulan 
(haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu 
transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil 
adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak 
yang sudah dapat membedakan mana yang baik 
dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum 
mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau 
belum haid), menurut sebagian ulama behwa anak 
                                                          
51 Ibid. h. 636. 
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tersebut diperbolehkan untuk melakukan 
perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-
barang kecil dan tidak bernilai tinggi. Berkaitan 
dengan hal tersebut saya sangat setuju, karena 
apabila anak yang belum baligh (dewasa) tidak 
dapat melakukan perbuatan hukum seperti jual 
beli barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi 
seperti yang biasa terjadi ditengah-tengah 
masyarakt itu sendiri, sedangkan kita tahu bahwa 
hukum Islam (syariat Islam) tidak membuat suatu 
peraturan yang menimbulkan kesulitan atau 
kesukaran bagi pemeluknya.
52
 Hal ini 
sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nissa :6 
yang berbunyi 











وْاۚۡ  افٗا َوِبَداًرا َٱن يَۡكَبُ ۡۡسَ
ِ




خَۡعِفۡفۖۡ َوَمن ََكَن فَِقرٗيا ا فَوۡيَس ۡ مَۡمۡعُروِفۚۡ  َوَمن ََكَن غَِنّيٗ
 
فَوَۡيأُُۡٔكۡ ِبأ
ِ َحِسيٗبا  َّللذ
 




    
Artinya :  Dan ujilah anak yatim itu sampai 
mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika 
menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 
memelihara harta), maka serahkanlah kepada 
mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu 
makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan 
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dan (janganlah kamu) tergesa-gesa 
(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. 
Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, 
maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan 
harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang 
miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut 
yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan 
harta kepada mereka, maka hendaklah kamu 
adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi 
mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas 
(atas persaksian itu) 
b) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih 
yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila 
salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang 
dilakukan tidak sah. Hal ini sebagaimana firman 
Allah dalam QS. An-Nisa ayat 5 : 
ۡرُزقُوُُهۡ 
 
ٗما َوٱ ُ مَُُكۡ ِقيَ َٰ َّللذ
 
ذِِت َجَعَل ٱ م
 





ۡعُروفٗا ِفۡيَا َوٱ  وْا مَيُۡم قَۡوَٗل مذ
Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan 
kepada orang-orang yang belum sempurna 
akalnya, harta (mereka yang telah ada dalam 
kekuasaanmu) yang dijadikan allah sebagai pokok 
kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian 
(dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada 
mereka kata-kata yang baik”.
53
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c) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), 
maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual 
beli salah satu pihak tidak melakukan suatu 
tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga 
pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli  
d) bukan karena kehendak sendiri. Oleh karena itu 
jual beli yang dilakukan bukan atas dasar 
kehendak sendiri adalah tidak sah. Kerelaan antara 
kedua belah pihak untuk melakukan transaksi 
merupakan syarat mutlak keabsahannya.
54
 Hal ini 
sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa 
ayat 29: 
ٓ َٱن  َلذ
ِ
ِطِل ا مَۡب َٰ
 
مَُُك بَيۡنَُُك ِبأ ٓوْا َٱۡمَوَٰ
يَن َءاَمنُوْا ََل ثَأُُۡٔكُ ِ َّلذ
 
َا ٱ ٓأَُّيه يَ َٰ




ۚۡ ا ۚۡ َوََل ثَۡقُتوُٓوْا َٱهُفَسُُكۡ نُُكۡ َرًة َعن حََراٖض ّمِ جَٰ حَُكوَن ِتَ
  ٩٢ِبُُكۡ َرِحميٗا 
 Artinya: Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu saling memakan harta yang ada 
diantara kamu dengan jalan yang bathil, kecuali 
dengan jalan perniagaan atas dasar suak sama 
suka diantara kamu dan janganlah kamu 




Namun, jika pemaksaan tersebut atas dasar 
pemaksaan yang benar, maka jual beli itu 
dianggap sah. Seperti jika ada seorang hakim yang 
                                                          
54 Madani, h. 104. 
55 Ibid, h. 122.  
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memaksanya untuk menjual hak miliknya untuk 
menunaikan kewajiban agamanya, maka paksaan 
ini adalah yang didasarkan atas kebenaran.
56
 
e) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para 
pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual 
beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), 
sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan 
sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya 
ia tidak dapat melakukansendiri sesuatu perbuatan 
hukum meskipun hukum tersebut menyangkut 
kepentingan semata. 
4. Bentuk dan Macam-macam Jual Beli 
Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari 
segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah 
menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual 
beli dan segi pelaku jual beli.
57
 
Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli 
bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: 
a. Jual beli yang kelihatan yaitu pada waktu melakukan akad 
jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di 
depan penjual dan pembeli. 
b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian 
yaitu jual beli salam (pesanan). 
c. Jual beli benda atau barang yang tidak ada serta, tidak 
dapat dilihat yaitu mual beli yang dilarang agama Islam 
                                                          
56 Saleh al-Fauzan, Al-Mulakhkhasul Fiqh, penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, 
Ahmad Ikhwani, dan Budiman Musthofa, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 
366. 
57 Sohari Sahrani dan Ru‟fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2011), h. 71. 
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karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian antara 
satu pihak. 
Mahzab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau 
tidaknya menjadi dua bentuk:
58
 
a) Jual beli yang shahih yaitu jual beli yang telah 
memenuhi rukun-rukun ataupun syarat-syarat 
yang telah ditentukan, barang itu bukan milik 
orang lain dan tidak terikat dengan khiyar lagi, 
maka jual beli itu shahih dan dapat mengikat 
keduanya. 
b) Jual beli yang bathil yaitu jual beli tersebut satu 
atau seluruh syaratnya tidak terpenuhi, macam-
macam jual beli bathil yakni: 
(1) Jual beli sesuatu yang tidak ada 
Para ulama fikih bahwa jual beli barang yang 
tidak ada hukumnya tidak sah, seperti menjual 
buah-buahan yang baru berkembang. 
(2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan 
Hukum dari penjualan tersebut adalah tidah 
sah seperti menjual burung yang telah lepas 
dari sangkar. 
(3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan 
Jual beli beli seperti ini juaga tidak sah karena 
mengandung unsure tipuan yang 
mengakibatkan adanya kerugian, seperti 
menjual barang yang kelihatannya baik 
padahal barang tersebut tidak baik. 
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(4) Jual beli barang najis 
Jual beli benda atau barang yang najis 
hukumnya tidak sah seperti babi, bangkau, 
darah, khamr, sebab benda-benda tersebut 




(5) Jual beli al-urbhan 
Jual beli bentuknya dilakukan melalui 
perjanjian yaitu apabila barang yang telah 
dikembalikan lagi kepada si penjual maka 
uang muka yang telah dibayar menjadi milik 
penjual. Jual beli tersebut dilarang. 
(6) Jual beli fasid 
Menurut ulama Mahzab Hanafi membedakan 
jual beli fasid dengan jual beli yang batal 
apabila kerusaann dalam jual beli itu terkait 
dengan barang yang dijual belikan maka 
hukumnya batal. Seperti memperjual belikan 
benda-benda haram (khamr, babi, darah). 
Apabila kerusakan pada jual beli itu 
menyangkut harga barang dan boleh 
diperbaiki maka jual beli itu dinamakan fasid. 
Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan 
antar jual beli yang fasid dengan jual beli yang 
batal. Diantara jual beli yang fasid menurut 
ulama Hanafiyah, antara lain:
60
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(7) Jual beli al majhl yaitu benda atau barangnya 
secara global tidak diketahui secara 
menyeluruh. 
c) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat. 
d) Jual beli barang yang ghoib, tidak dapat 
dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, 
sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. 
e) Jual beli orang buta. Dimana orang buta tidak 
melihat barang yang diperjual belikan. Menurut 
fuqoha Hnafiyah, Malikiyah dan Hanabillah jual 
beli orang buta hukumnya sah dan ia memiliki hak 
khiyar sepanjang ia dapat mengenali seperti 
melalui perabaan atau penciuman. Menurut 
Syafi‟iyah, jual beli orang buta tidak sah, kecuali 
sebelumnya ia mengetahui barang yang hendak 
dibelinya dalam batas waktu yang tidak 
memungkinkan terjadi perubahan atasnya. Hal ini 
disebabkan karena bagi orang buta barang yang 
diperjual belikan bersifat majhul.
61
 
f) Barter dengan barang yang diharamkan umpannya 
barang-barang yang diharamkan menjadi harga. 
g) Jual bali ajal. Misalnya seorang menjual 
bayarannya dengan harga Rp. 100.00,- yang 
pembayannya ditunda selama satu bulan, 
kemudian setelah penyerahan barang kepada 
pembeli pemilik barang pertama membeli kembali 
                                                          
61 Ghufron A. Mas‟adi, Fiqih Muamalah Kontekstual, (Semarang: IAIN 
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barang itu dengan harga yang lenih rendah, 
dengan harga Rp. 75.000,-.
62
 
h) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk 
tujuan pembuatan khamr. Apabila penjualan 
anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu 
produsen khamr. 
i) Jual beli yang bergantung pada syarat. Seperti 
ungkapan pedagang: “jika tunai harganya Rp. 
10.000,- , dan jika berhutang harganya Rp. 
15.000,-. 
j) Jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang 
belum sempurna matangnya untuk dipanen. 
5. Jual Beli Yang Dilarang Menurut Hukum Islam 
Rasulullah SAW. Melarang jual-beli barang yang terdapat 
unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta 
manusia dengan cara bathil. Begitu pula jual beli yang 
mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan, dan 
permusuhan dikalangan kaum muslim. 
Wahbah Az-Zuhaili membagi atas beberapa bagian 
sebagai berikut: 
a. Jual beli yang dilarang karena pihak-pihak yang berakad 
 Adapun orang-orang yang tidak sah jual belinya .(امَْعِقَدانِ )
adalah sebagai berikut: 
1) Orang gila, maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan 
oleh orang yang gila tidak sah, berdasarkan 
kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat ahliyah 
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(kemampuan). Disamakan dengannya orang yang 
pingsan, mabuk, dan dibius. 
2) Anak kecil, maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan 
anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, 
kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.  
3) Orang buta, jumhur ulama sepakat bahwa jual beli 
yang dilakukan orang buta sah juka diterangkan sifat 
barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela. 
Sedangkan menurut ulama Syafi‟iyah tanpa 
diterangkan sifatnya dipandang batil dan tidak sah, 
karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang 
yang jelek dan baik  walaupun diterangkan sifatnya 
tetap dipandang tidak sah. 
4) Orang yang dipaksa, menurut Ulama Hanafiyah 
berdasarkan pengkajian jual beli yang dipaksa bersifat 
menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang 
dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari 
paksaan, maka jual belinya berlaku. 
5) Jual beli fudhul yaitu jual beli milik orang lain tanpa 
seizin pemiliknya, oleh karena itu, menurut para ulama 
jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab 
dianggap mengambil hak orang lain (mencuri). Oleh 
karena itu, para Ulama sepakat bahwa jual beli fudhul 
tidak sah. 
6) Jual beli terhadap orang yang terhalang (sakit, bodoh, 
atau pemboros, maksudnya bahwa jual beli yang 
dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena 
ia sakit maupun kebodohannya dipandang tidak sah, 
35 
 
sebab ia dianggap tidak mempunyai kepandaian dan 
ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.
 63
 
7) Jual beli Malja‟ yaitu jual beli yang dilakukan oleh 
orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang 
demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena 
dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada 
umumnya. 
b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang 
diperjual belikan /  َِمْوقَْد عَوَْيو), antara lain : 
1) Jual beli gharar yaitu jual beli barang yang 
mengandung kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq, yang 
dimaksud dengan jual beli gharar ialah semua jenis 
jual beli yang mengandung jahalah (kemiskinan) atau 
mukhatarah (spekulasi) atau qumaar (permainan 
taruhan). Hukum Islam melarang jual beli seperti ini, 
sebagaimana hadits Rasulullah Saw.: 
اِك َعْن يَزِيَْد بِْن َٱِب  مذ ُد بُْن امسذ جَنَا ُمَحمذ ٍد َعِن امُْمَسيذِب بِْن َحدذ ََ  ِز
َراِفعٍ َعْن َعْبِد هللِا بِْن َمْسُعْوٍد قَاَل: قَاَل َرُسْوُل هللا صَل هللا عويو 
ذٌو غََرٌر. )رواه ٔٱَحد( ه
ِ
َمَك ِِف امَْماِء فَا واامسذ َوَسَّّلَ ََلجَْضََتُ
64
  
Artinya : Mewartakan Muhammad bin Samak dari 
Yazid bin Abi Ziyad dari Al-Musayyabbin Rafi‟ dari 
Abdullah bin Mas‟ud katanya : telah bersabda Rasul 
Saw., jangan kamu beli ikan yang berada di dalam air, 
                                                          
63 Ibid, h. 13 
64 Maktabu Syamilah, Sunan Al-Kubro Lil Baihaqi, Bab Tamrin Bay‟i Fadhlil Ma‟i  
Ladzi Yakunu Bil Falati Wa Yahtaju Ilaihi Yar‟i Kala‟i Tahrim Mani Badlaihi WA 
Tahrimu Bay‟i Dhirobi Al-Fahli, Juz : 8, h. 3494. 
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karena itu adalah sesuatu yang tidak jelas.(HR. 
Ahmad). 
2) Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan 
Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan 
maksudnya adalah jual beli barang yang tidak dapat 
diserahkan, seperti burung yang masih terbang di udara 
dan ikan yang yang masih berenang di air, dipandang 
tidak sah karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada 
kejelasan yang pasti. 
3) Jual beli majhul 
Jual beli majhul adalah jual beli barang yang tidak 
jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, 
jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, 
dan lain-lain. 
Dalam kitab Al-Lu‟lu‟ Wal Marjan, jual beli 
seperti ini dikategorikan tidak sah karena menjual buah 
sebelum tampak baiknya, sesuai dengan hadits 
Rasulullah Saw.
65
 Yang artinya : Diceritakan Abdullah 
bin Yusuf, mengabarkan Malik dari Nafi‟ dari 
Abdullah Bin Umar r.a. berkata : “Nabi Saw. melarang 
menjual buah di pohon sehingga terlihat nyata baiknya, 
Nabi Saw. melarang yang menjual dan yang membeli.” 
(H.R. Bukhari Muslim). 
4) Jual beli sperma binatang 
Dalam jual beli sperma (mani) binatang, 
maksudnya adalah seperti mengawinkan seekor 
pejantan dengan betina agar mendapatkan keturunan 
                                                          
65 Muhammad Fu‟ad Abdul Baqi, Al Lu‟lu‟ Wal Marjan, penerjemah Salim 
Bahreisy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), h. 524. 
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yang baik adalah haram. Hal ini sebagaimana hadits 
Rasulullah Saw. : 
وَعْن َٱِبْ ُىَريَْرَة َرِِضَ هللُا َعْنُو قَاَل ََنَىى امنذِِبذ َصََل هللُا عَوَْيِو 
َ ََنَ  ِقْيِح )رواه امزّبار(ىى َعْن بَْيعِ امَْمَضاِمَّْيِ َوامَْمَٗل َوَسَّلذ
66 
Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya, “Nabi 
Saw. melarang jual beli anak hewanyang masih dalam 




5) Jual beli yang dihukumi najis oleh agama Islam (Al-
Quran) 
Jual beli yang dihukumi najis dalam gama Islam 
maksudnya ialah bahwa jual beli barang-barang yang 
sudah jelas hukumnya oleh agama, seperti arak/khamr, 
babi, bangkai, dan berhala adalah haram.  
Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw: 
جَنَا انّوْيُث َعْن يَزِيَْد بِْن َٱِِب َحِبْيٍب َعْن َعَطاِء بِْن  َحدذ جَنَا قُتَْيَبُة َحدذ
َع َرُسْوَل  ذُو ََسِ حٍ َعْن َجاِبرٍبِْن َعْبِدهللِا َرِِضَ هللُا َعْۡنَُمَا ، َٱه َٱِِب َرِبذ
َ يَُقْوُل عَامَ  نذ هللَا  هللِا َصََل هللُا عَوَْيِو َوَسَّلذ
ِ
امَْفْتِح َوُىَو ِبَمكذِة :ا
 ََ َم بَْيَع امَْخْمِر َو امَْمْيخَِة َوامِْخْْنِيِْر َوّْلَْصنَاِم فَِقْيَل :  َوَرُسْوُُلُ َحرذ
ُفُن ،  ذُو يُْطََل ِِبَا امسه ه
ِ
َرُسْوُل هللِا َٱَرَٱيَْت ََشَْوَم امَْمْيخَِة، فَا
خَْصَبُح ِِبَا امنذاِس؟ فَ  قَاَل : ََل، ُىَو َحَراٌم ُُثذ قَاَل َرُسْوَل هللِا َويُس ْ
                                                          
66 Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, h. 322. 
67  Dikutip dalam bukunya Al Hafidh Hajar Al Asqalani. 
38 
 
نذ هللَا َعزذ َو 
ِ
:  قَاثََل هللُا اهََْبُْوَد، ا َصََل هللُا عَوَْيِو َوَسَّلذ ِعْنَد َذِِلَ
مَ  ا َحرذ ، مَمذ ، فَأَ َُكُ جََمنَُو . )رواه امبخاري و مسَّل(وُ َجلذ
68 
Artinya: Meriwayatkan Qataibah, meriwayatkan 
Al-Laits dari Yazid bin Abu Habib, dari „Ato bin Abu 
Rabbah, dari Jabir bin Abdulllah r.a. telah mendengar 
Rasulullah Saw. bersabda ketika Fathu Makkah: 
“Sesungguhnya Allah dan Rasulullah telah 
mengharamkan khamr (arak), babi, bangkai, dan 
patung-patung (berhala).” Lalu ditanya: “Wahai 
Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu tentang lemak-
lemak (gajih) bangkai yang digunakan untuk mencat 
kapal (perahu), meminyaki kulit, juga untuk 
menyalakan  lampu?” Maka Rasulullah menjawab: 
“Tidak boleh, tetap haram menjualnya.” Kemudian 
dilanjutkan sabdanya, “Semoga Allah membinasakan 
orang-orang Yahudi, ketika Allah mengharamkan 
lemak (gajih), lalu mereka berusaha mengolahnya 
kemudian dijual dan dimakan  hasilnya (penjualan 
itu).” (H.R. Bukhari Muslim).
69
 
Dilarangnya memperdagangkan barang-barang 
tersebut adalah karena dapat menimbulkan perbuatan 
maksiat, dapat membawa orang berbuat maksiat atau 
mempermudah dan mendekatkan manusia melakukan 
kemaksiatan. Tujuan diharamkannya dapat 
melambankan perbuatan maksiat dan dapat mematikan 
                                                          
68 Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori., No. Hadits 2096, h. 
841. 
69 Dikutip dalam bukunya Al Iman Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori. 
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orang untuk ingat kepada kemaksiatan serta menjauhkan 
manusia dari perbuatan maksiat.
70
 
6) Jual beli anak binatang yang masih di dalam 
kandungan 
Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab 
belum ada dan belum tampak jelas. Penjualan ini 
dilarang karena penjualan yang gelap masanya, 





7) Jual beli muzabanah 
Jual beli muzabanah yaitu jual beli buah yang 
basah dengan buah yang kering. Misalnya jual beli 
padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedang 
ukurannya sama sehingga akan merugikan pemilik 
kering. Jual beli seperti dilarang, hal ini sebagaimana 
hadits Rasulullah Saw. : 
َر  جَِِن َمِِلٌ َعْن ََنِفعٍ َعْن َعْبِد هللِا بِْن َُعَ اِعْيُل َحدذ َْسَ
ِ
َحدذ جَنَا ا
َ ََنَىى َرِِضَ هللُا َعْۡنَُما،  َٱنذ َرسُ  ْوُل هللِا هللِا َصََل هللُا عَوَْيِو َوَسَّلذ
ذَمِر ِِبمخذْمِر لَْيًٗل، َو بَْيُع امزذ ِبيِْب ِِبمَْكْرِم َليًٗل.  َعِن امُْمَزابَنَِة بَْيُع امث
)رواه امبخاري و مسَّل(
72
 
                                                          
70 Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, Alih bahasa oleh H. 
Mu‟ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), h. 352. 
71 Muhammad Fuad Abdul Baqi., h. 518. 




Artinya: Diceritakan Ismail diceritakan Malik dari 
Nafi‟ dari Abdullah Bin Umar r.a. berkata : 
“Rasulullah Saw. melarang penjualan muzabanah, 
yiatu menjual buah di pohon dengan tamar yang jelas 
berat timbangannya, dan menjual kismis dengan 




8) Jual beli muhaqallah 
Jual beli muhaqqalah yaitu jual beli tanam-
tanaman yang masih di ladang atau kebun atau di 
sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena 
mengandung undur-unsur riba di dalamnya (untung-
untungan). Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw. 
Yang artinya: Meriwayatkan Abdullah bin Yusuf 
mengabarkan Malik, dari Dawud bin Hushaini, dari 
Abu Sufyan Maula bin Abu Ahmad dari Abu Sa‟id Al 
Khudri r.a. berkata : Rasulullah Saw. melarang 
muzabanah, yaitu menjual buah kurma ruthab yang 
masih di atas pohon dengan tamar, juga muhaqalah 
mengerjakan hasil yang tentu sepertiga, seperempat, 
dan sebagainya. (H.R. Bukhari Muslim)
74
 
9) Jual beli mukhadharah 
Jual beli mukhadharah adalah jual beli buah-
buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya 
rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, 
dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh 
                                                          
73  Dikutip dalam bukunya Al Iman Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori. 




agama karena barang tersebut masih samar (belum 
jelas) dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh 
(rontok) tertiup angin sebelum dipanen oleh pembeli, 
sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.
 75  
 
10) Jual beli mulammasah 
Jual beli mulammasah adalah jual beli secara 
menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki 
(memakai), maka dianggap telah membeli kain itu. Jual 
beli seperti itu dilarang oleh agama, karena 
mangandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan 
dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.
76 
11) Jual beli munabadzah  
Jual beli munabadzah adalah jual beli secara 
lempar-melempar, misalnya seseorang berkata : 
“lemparkanlah padaku apa yang ada padamu, nanti 
kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku, 
setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual 
beli. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena 
mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu 
pihak. 
Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw.: 
، َعْن َٱِبْ ُىَريَْرَة َرِِضَ هللُا َعْنُو ، قَاَل : يُْۡنَىى َعْن ِصَيا مَ  َّْيِ َو بَْيَعَخَّْيِ
)رواه امبخاري و مسَّل( َو امُْمنَا بََذةُ  ، َومُْمَٗلَمَسةُ َوامنذْحرُ  امِْفْطرُ 
77 
                                                          
75 Ibid, No. Hadits 2053, h. 825. 
76 H.A. Khumedi Ja‟far, h. 154. 
77 Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, Shahih Bukhari, 
Jilid I,  No. Hadits 2015, (Bandung: Dahlan, tt), h. 759 
42 
 
Artinya: Abu Hurairah r.a. berkata : Nabi Saw. 
melarang dua macam puasa dan dua macam jual beli. 
Puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, jual beli 




c. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul), antara 
lain: 
1) Jual beli mu‟athah 
Jual beli mu‟athah yaitu jual beli yang telah 
disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli) 
berkenaan dengan barang maupun harganya teteapi 
tidak memakai ijab kabul. Jual beli seperti ini 
dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan 
rukun jual beli. 
2) Jual beli dengan tulisan (surat-menyurat) atau perantara 
utusan. 
Jual beli seperti ini sah menurut kesepakatan para 
ulama. Yang menjadi tempat transaksi adalah tempat 
sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada 
pelaku kada kedua. Jika qabulnya terjadi di luar tempat 
tersebut, maka akadnya tidak sah.
79
 
3) Jual beli tidak bersesuaian dengan ijab Kabul 
Jual beli tidak bersesuaian dengan ijab kabul 
maksudnya adalah jual beli yang terjadi tidak sesuai 
antar ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak 
pembeli, maka dipandang tidak sah karena ada 
                                                          
78 Dikutip dalam bukunya Al Iman Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori. 
79 H.A. Khumedi Ja‟far, h. 155. 
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4) Jual beli munjiz 
Jual beli munjiz yaitu jual beli yang digantungkan 
dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada 
waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang 
tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat 
dan rukun jual beli. 
5) Jual beli najasyi 
Jual beli najasyi yaitu jual beli yang dilakukan 
dengan menambah atau melebihi harga temannya, 
dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu 
mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini 
dipandang tidak sah karena akan menimbulkan 
keterpaksaan (bukan kehendak sendiri). 
Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah Saw. : 
جَنَا َمِِلٌ َعْن ََنِفعٍ َعْن  َر َحدذ جَنَا َعْبُد هللِا بُْن َمْسوََمَة َحدذ ابِْن َُعَ
َ َعِن امنَّجِش  َرِِضَ هللُا َعْۡنَُما قَاَل ََنَىى امنذِِبه َصََل هللُا عَوَِيِو َوَسَّلذ
. )رواه امبخاري و مسَّل(
81
 
Artinya: Diceritakan Abdullah bin Maslamah, 
diceritakan Malik dari Nafi‟i dari Bin Umar r.a. berkata 
bahwa “Rasulullah Saw. telah melarang jual beli 
najasyi.” (H.R. Bukhari Muslim) 
 
                                                          
80 Ibid,  h. 156. 




6) Menjual di atas penjualan orang lain 
Menjual di atas penjualan orang lain maksudnya 
adalah bahwa menjual barang kepada orang lain 
dengan cara menurunkan harganya. Contohnya 
seseorang berkata : “Kembalikan saja barang itu 
kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli 
dengan harga yang lebih murah dari barang itu” 
Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena 
dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak 
sehat di antara penjual (pedagang).  
7) Jual beli di bawah harga pasar 
Jual beli di bawah harga pasar maksudnya adalah 
jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui 
orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar 
dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga 
pasar, kemudian dijual dengan harga setinggi-
tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik 
(dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik 
barang (petani) atau orang-orang desa.  
Hal ini sebagaimana hadist Rasulullah Saw. 
جَنَا ابُْن ُعْوٍن عَ  جَنَا ُمَعاٌذ َحدذ ُد بُْن امُْمثَِنذ َحدذ جَنَا ُمَحمذ ٍد َحدذ ْن  ُمَحمذ
ْينَا َاْن يَِبْيُع َحاِِضٌ  قَاَل َعْن َٱوَِس بُْن َمِِلٍ َرِِضَ هللُا َعْنُو، قَاَل : َُنِ
)رواه امبخاري و مسَّل( .ِمَبادٍ 
82 
 
                                                          
82 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Penerbit Darul Akhyar, Beirut, 773 
H-852H, h. 195. 
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Artinya: Diceritakan Muhammad bin Mutsanna, 
diceritakan Ibnu „Un dri Muhammad berkata dari Anas 
bin Malik r.a. berkata: Kami dilarang (oleh Nabi Saw.) 
seorang penduduk menjualkan barang orang yang baru 
datang dari dusun. (H.R. Bukhari Muslim). 
8) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain 
Contoh dari perbuatan menawar barang yang 
sedang ditawar orang lain adalah apabila seseorang 
berkata: “Jangan terima tawaran orang itu, nanti aku 
akan membeli dengan harga yang lebih tinggi”. Jual 
beli seperti itu dilarang oleh agama sebab dapat 
menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat 




Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw.: 
َر  جَِِن َما ِِلٌ َعْن ََنِفعٍ َعْن َعْبِد هللِا بِْن َُعَ اِعْيُل قَاَل َحدذ َْسَ
ِ
جَنَا ا َحدذ
َ قَالَ   :َرِِضَ هللُا َعْۡنَُما، َانذ َرُسْوُل هللِا هللِا َصََل هللُا عَوَْيِو َوَسَّلذ
ََل يَِبْيُع بَْعُضُُكْ عَََل بَْيعِ َٱِخْيِو . )رواه امبخاري و مسَّل(
84 
Artinya : Diriwayatkan Isma‟il berkata 
menceritakan Malik dari Nafi‟ dari Abdullah Bin Umar 
r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak boleh 




                                                          
83 H.A. Khumedi Ja‟far, Op.Cit., h. 158. 
84ibid., No. Hadits 2008, h. 812 
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6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli 
Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi 
jual beli antara lain: 
1. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan 
berlapang dada dengan jalan suka sama suka. 
2. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki 
harta yang diperoleh dengan cara batil. 
3. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang 
halal 
4. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak 
(masyarakat). 
5. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan 
kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang 
cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah 
Allah SWT. 
6. Dapat menciptakan hubungan silahturrahim dan 
persaudaraan antara penjual dan pembeli. 
6. Maslahah Mursalah 
Mashlahah (مصوحة) berasal dari kata Shalaha  
 dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara(صوح)
arti kata berarti “baik” lawan kata “buruk” atau “rusak”. 
Ia adalah mashdar dengan arti kata shalah  ( ح صٗل ) yaitu 
“manfaat” atau “terlepas daripadannya kerusakan”. 
Pengertian mashlahah dalam bahasa Arab berarti 
perbuatan –perbuatan yang mendorong kepada kebaikan 
menusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala 
sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti 
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menarik atau menghasilkan keuntungan atau 
kesenangan; atau dalam arti menolak atau 
menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau 
kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut 
disebut mashlahah. Dengan begitu mashlahah itu 
mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan 
kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan 
kemudhorotan.   
Dalam mengartikan  mashlahah secara definitf terdapat 
perbedaan rumusan di kalangan ulama, berikut 
pendapatnya  : 
1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya 
mashlahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan 
manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat 
(kerusakan),  
2. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang 
hamper sama dengan Al-Ghazali yaitu memelihara 
tujuan syara‟ dengan menghindarkan kerusakan dari 
manusia. 
3. Al- „Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, 
Qowa‟id al-Ahkam, memberikan arti mashlahah dalam 
bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. 
Sedangkan bentuk majazi nya adalah “sebab-sebab yang 
mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. 
4. Al-Syatibi mengartikan mashlahah itu dari dua 
pandangan, yaitu dari segi terjadinya mashlahah dalam 






a. Dari segi terjadinya mashlahah dalam 
kenyataan, berarti : 
“Sesuatu kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, 
sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikendaki oleh 
sifat syahwati dan aklinya secara mutlak.” 
 
b. Dari tergantungnya tuntunan syara‟ kepada 
mashlahah, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan 
dari penetapan hokum syara‟. Untuk menghasilkannya 
Allah menuntut manusia untuk berbuat. 
5. Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf 
Hamid al-Amin dalam bukunya al-Maqasid al –ammah 
li al-Syari‟ati al-Islamiyyah mendefinisikan mashlalaha 
sebagai berikut 
“Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan 
syara‟ dalam bentuk ibadat atau adat” 
Definisi dari al-Thufi ini berkesesuaian dengan definisi 
al-Ghazali yang memandang mashlahah dalam artian 
syara‟ sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada 
tujuan syara‟. 
Dari berbagai definisi tentang mashlahah dengan 
rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan 
bahwa mashlahah itu adalah sesuatu yang dipandang 
baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan 
menghindarkan kan keburukan (kerusakan) bagi 




Dari kesimpulan terlihat adanya perbedaan antara 
mashlahah dalam pengertian bahasa dan dalam 
pengertian hokum atau syara‟. Perbedaannya terlihat 
dari segi tujuan syara‟ yang dijadikan rujukan. 
Mashlahah dalam pengertian bahsa merujuk pada tujuan 
pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya 
mengandung pengertian mengikuti syahwat atau hawa 
nafsu. Sedangan pada mashlahah dalam artian syara‟ 
yang menjdai titik bahasan dalam ushul fiqh, yang selalu 
menjadi rujukan nya adalah hokum syara‟ yaitu 
memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda 
tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kenutuhan manusia 
yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan 
ketidaksenangan. 
 maslahah mursalah sebagai sumber hukum 
sekunder atau sebagai metode istinbât hukum, 
menjadikan hukum Islam itu luwes, dan keuniversalan 
hukum Islam ditunjukan dengan aplikasi lokal, artinya 





7. Otopsi  
a. Otopsi Dan Teknik Otopsi 
Menurut peraturan pada umumnya tiap jenazah harus 
dimakamkan secara utuh, kecuali yang bersangkutan 
menghendaki lain, misalnya. 
                                                          
85
 AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014 
50 
 
1) Jenazahnya diserahkan pada suatu fakultas kedokteran 
untuk dibedah mayat anatomis. 
2) Jenazahnya boleh dilakukan bedah mayat klinis. 
3) Jenazahnya diserahkan pada rumah sakit guna 
ransplatasi untuk menolong sesama manusia sebagai 
donor. 
Untuk menggunakan jasad manusia setelah 
meninggal, maka oleh pemerintah telah dikeluarkan 
peraturan tentang bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis 
serta transplantasi alat atau jaringan tubuh pada manusia 
yaitu P.P.18 tahun 1981 / L.N 1981/23 tentang bedah mayat 
klinis 
Peraturan lain mengenai bedah mayat anatomis dan 
bedah mayat klinis dapat ditemukan juga dalam: 
a) Staatsblad 1871 No.91. 
b) Bedah mayat klinis dalam lingkungan ABRI yang 
merupakan keputusan menteri pertahanan-
keamanan/panglima angkatan bersenjata No.: 
Kep/B/20/V/1972 




b. Bedah Mayat (Otopsi) 
Selain kata otopsi yang juga biasa dipakai adalah 
Seksi, Nekropsi, Obduksi dan pemeriksaan post mortem, 
ada 3 macam otopsi : 
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1) Otopsi anatomis 
Syarat untuk dapat melakukan otopsi anatomis 
menurut P.P. 18 tahun 1981 ialah. 
(a) Adanya surat wasiat dari yang bersangkutan 
yang menghendaki supaya mayatnya diserahkan 
kepada suatu fakultas kedokteran untuk otopsi 
anatomis yang sesuai dengan apa yang telah 
diatur dalam burgelijk wetboek (W.B) atau Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata pasal 935. 
(b) Surat persetujuan keluarga yang terdekat yang 
menyerahkan mayat yang bersangkutan lepada 
fakultas kedokteran. 
(c) Tanpa persetujuan keluarga yang terdekat, bila 
dalam waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh 
empat jam) tidak ada keluarga terdekat dari yang 




Setelah dalam waktu 2 x 24 jam tidak ada 
keluarga terdekat dari yang meninggal untuk mengurus 
mayat, maka mayat dapat diawetkan dengan 
penyuntikan formalin 10% dan disimpan paling sedikit 
6 bulan sebelum dilakukan otopsi anatomis. 
Apakah prosedur di atas tersebut dapat 
dipertanggung jawablan ? Menurut B.W 935 mayat 
adalah benda yang dapat diwariskan. Bila tidak ada 
ahli waris yang mengajukan diri, maka setelah 3 tahun 
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harta peninggalannya dikuasai oleh negara (B.W. 
1129). 
Ada kalanya pada mayat waktu dilakukan otopsi 
anatomis ditemukan tanda-tanda kekerasan, dalam hal 
demikian mayat dikembalikan ke bagian ilmu 
kedokteran forensik untuk selanjutnya diperiksa 




2) Otopsi Klinik 
Otopsi klinik adalah pemeriksaan yang 
dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat 
untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan 
yang menjadi sebab kematian dan untuk penilaian hasil 
usaha pemulihan kesehatan. 






Syarat untuk melakukan otopsi klinik (P.P. 18 
tahun 1981): 
(a) Adanya surat wasiat dari yang bersangkutan 
yang menghendaki pada mayatnya 
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dilakukan otopsi klinik yang sesuai dengan 
apa yang telah diatur dalam B.W.935. 
(b) Surat persetujuan keluarga terdekat bahwa 
pada mayat dapat dilakukan otopsi klinik. 
(c) Tanpa persetujuan keluarga terdekat, 
apabila penderita diduga menderita penyakit 
yang dapat membahayakan orang lain atau 
masyarakat sekitarnya. 
(d) Tanpa persetujuan kelurga terdekat, apabila 
dalam jangka waktu 2 x 24 jam tidak ada 
keluarga terdekat, dari yang meninggal 




P.P. 18 tahun 1981 menghendaki : persetujuan 
oleh yang bersangkutan atau keluarga terdekat untuk 
otopsi anatomis, otopsi klinik atau transplantasi harus 
dibuat diatas kertas bermatrai dengan dua ornag saksi. 
Dengan keluarga terdekat diartikan: isteri, suami, ibu, 
bapak atau saudara seibu sebapak (sekandung) dari 
penderita dan saudara ibu, saudara bapak serta anak 
yang telah dewasa dari penderita. 
Peraturan otopsi klinis untuk ABRI menurut 
keputusan Menteri pertahanan kemanan/panglima 
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Angkatan Bersenjata Nomor: Nomor Kep/B/20/V1972. 




Bedah mayat klinis dilakukan dalam keadaan-keadaan 
sebagai berikut : 
(1) Apabila anggota ABRI meninggal di Rumah 
sakit dalam waktu 48 jam setelah saat masuknya 
di Rumah sakit tersebut (admission) 
(2) Apabila anggota ABRI meninggal dirumah sakit 
dan diagnosanya tidak diketahui dengan tepat, 
dan/atau penyakitnya berdasarkan penetapan 
dokter/dokter-dokter yang merawatnya, 
mengandung bahaya bagi orang lain. 
(3) Apabila anggota ABRI meninggal selama 
mengikuti suatu latihan kemiliteran atau dalam 
waktu 48 jam setelah saat latihan dihentikan, dan 
diduga atau patut diduga bahwa kematiannya itu 
ada hubungannya dengan latihan tersebut 
(4) Apabila anggota ABRI meninggal sebagai akibat 
suatu kecelakaan, yang sebabnya diduga atau 
patut diduga ditimbulkan oleh keadaan anggota 
ABRI yang meninggal tersebut. 
(5) Apabila anggota ABRI meninggal karena sebab-
sebab yang diduga atau patut diduga merupakan 
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akibat kedinasan, diluar yang dimaksud oleh 




(1) Untuk dapat dilakukan bedah mayat klinis pada 
keadaan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), 
(2) dan (5), diperlukan persetujuan tertulis 
anggota ABRI yang bersangkutan sebelum 
meninggal atau keluarga nya yang terdekat 
(2) Untuk dapat dilakukan bedah mayat klinis pada 
keadaan-keadaan yang dimaksud dalam pasal 2 
ayat (3) dan (4), tidak diperlukan persetujuan 
tersebut dalam ayat ayat(1) pasal ini 
(3) Bagi anggota ABRI yang meninggal dan 
keluarganya tidak dikenal atau tidak mempunyai 
keluarga sama sekali dan yang biaya 
pemakamannya ditanggung sepenuhnya oleh 
ABRI, tidak diperlukan persetujuan tersebut 
dalam ayat (1) pasal ini.. 
Menentukan saat kematian menurut P.P 18 
tahun 1981,Kriteria saat kematian yang konvensional, 
seorang telah meninggal dunia apabila keadaan insani 
yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang  
bahwa fungsi otak, pernafasan dan atau denyut jantung 
seseorang telah berhenti. 
Khusus untuk transplantasi saat kematian 
ditentukan oleh dua orang dokter yang tidak ada 
sangkut paut medik dengan dokter yang malekukan 
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transplantasi. Kriteria khusus saat kematian untuk 
transplantasi : menentukan saat meninggalnya 
seseorang diRumah sakit modern dilakukan dengan 
menggunakan alat yang disebut encephalograaf, yaitu 
suatu alat yang mencatat aktivitas otak.
92
 
3) Otopsi Kehakiman/Forensik 
Otopsi kehakiman (forensik) atau, pemeriksaan 
mayat untuk peradilan ialah otopsi yang dilakukan atas 
dasar perintah yang berwajib untuk kepentingan 
peradilan,karena peristiwa yang diduga merupakan 
tindak pidana, cara melakukannya tidak berbeda dari 
otopsi klinik. 
Otopsi kehakiman / forensik selain dilakukan di 
Rumah sakit bila perlu dikerjakan di tempat kejadian 
perkara atau di tempat di mana mayat dikuburkan 
(misal di pemakaman umum), bila mayat tidak 
mungkin diangkut di Rumah sakit. 
Yang berwenang minta otopsi kehakiman / 
forensik ialah : 
(1) Penyidik (KUHAP 133, 134, 135) 
(2) Hakim pidana (KUHAP 180) 
Yang dimaksud dengan penyidik (KUHAP pasal 
1, KUHAP pasal 6 ) untuk kejahatan kriminal ialah 
pejabat polisi negara Republik Indonesia dengan 
pangkat paling rendah pelda (aipda). 
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Di daerah terpencil penyidik pembantu diberi 
wewenang sebagai penyidik dan pangkat paling rendah 
adalah serda (Bripda) (KUHAP pasal. 11). 
Kata pemeriksaan mayat untuk peradilan, otopsi 
kehakiman Gerechtelijke lijkschoowing, selain di 
KUHAP 133 yang dijumpa di KUHP 222. 
Pasal 222 KUHP 
“Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-
halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk 
peradilan, diancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus 
rupiah”. 
Bedah mayat (otopsi) adalah pemeriksaan luar dan 
pemeriksaan dalam untuk mencari kelainan, kekerasan yang 
terjadi di dalam tubuh jenazah kemudian dan mengaitkan 
dengan penyakit-penyakit atau kekerasan yang ada. 
Sehingga bisa diambil kesimpulan sebab pasti kematian, 
mekanisme kematian dan cara kematian. Prosedur ini 
dilakukan untuk mengetahui penyebab dan bagaimana 
orang tersebut meninggal. Bedah mayat (otopsi) dilakukan 
jika kematian seseorang dianggap tidak wajar. 
Otopsi forensik dilakukan terhadap mayat seseorang 
yang diduga meninggal akibat suatu sebab yang tidak wajar 
seperti kasus kecelakaan, pembunuhan maupun bunuh diri. 
Sedangkan otopsi klinis ialah pemeriksaan yang dilakukan 
dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui 
dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab 
kematian dan untuk penelitian hasil usaha pemulihan 
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kesehatan. Otopsi ini dilakukan atas permintaan penyidik 
sehubungan dengan adanya penyidikan suatu perkara. bedah 
mayat (otopsi) anatomis hanya diberlakukan di rumah sakit 
pendidikan atau fakultas kedokteran. 
Untuk menentukan penyebab kematian seseorang 
mutlak harus dilaksanakan otopsi secara lengkap (complete 
autopsy) bukan otopsi sebagian (partial autopsy) untuk 
menyingkirkan kemungkinan penyebab kematian yang lain. 
Bedah mayat (otopsi) bisa dilaksanakan kapan saja. Dalam 
artian bedah mayat (otopsi) bisa dilaksanakan atas 
permintaan dari penyidik. Sebelum pelaksanaan otopsi 
dilangsungkan terhadap si jenazah, maka hal yang 
dilakukan ialah melakukan persiapan terlebih dahulu. Hal-
hal yang harus dipersiapkan diantarannya  
1) Melengkapi surat-surat yang berkaitan dengan otopsi 
yang akan dilakukan, termasuk surat izin keluarga, 
surat permintaan pemeriksaan/pembuatan visum et 
repertum. 
2) Memastikan mayat yang akan diotopsi adalah mayat 
yang dimaksud dalam surat tersebut. 
3) Mengumpulkan keterangan yang berhubungan 
dengan terjadinya kematian selengkap mungkin untuk 
membantu memberi petunjuk pemeriksaan dan jenis 
pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan. 
4) Memastikan alat-alat yang akan dipergunakan telah 





a) Alat pengukur : 
- Timbangan besar sampai 500 kg (kalau ada) 
- Timbangan kecil sampai 3 kg 
- Pita pengukur 
- Penggaris 
- Alat pengukur cairan 
b) Alat untuk otopsi : 
- Pisau, cukup pisau belati yang tajam 
- Gunting 
- Pinset 
- Gergaji dengan gigi yang halus 
- Jarus besar atau jarum goni 
- Benang yang kuat 
c) Bahan lain yang diperlukan 
- Botol/topples untuk spesium pemeriksaan 
toksikologi 
- Alkohol 96% untuk fiksasi pemeriksaan 
toksikologi (5 liter) 
- Botol untuk sppesium pemeriksaan 
histopatologi 
- Formaline 10%sebanyak 1 liter 
- Kaca sedian dan kaca penutup93 
Pelaksanaan bedah mayat (otopsi) adalah suatu 
proses dimana tubuh dari jenazah itu di bedah mulai dari 
ujung kepala sampai ujung kaki. Sebelum dilaksanakannya 
otopsi pertama kali dokter akan melakukan pemeriksaan 
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eksternal terhadap tubuh jenazah. Pemeriksaan eksternal 
tersebut meliputi : 
1. Identifikasi meliputi pemeriksaan 
a) Jenis kelamin 
b) Panjang dan berat badan 
c) Umur 
d) Warna kulit, mata, rambut 
e) Keadaan gigi geligi 
f) Kelainan pada kulit (tatouage) 
g) Penyakit (cekot, tumor dalam uterus) 
h) Sidik jari, sidik telapak kaki 
i) Pakaian dan benda milik pribadi 
2. Kaku mayat 
Sebelum pakaian mayat dilepaskan terlebih dulu 
dicatat kaku mayat, pemeriksaan harus dilakukan 
demikian karena kaku mayat yang sudah lengkap, bila 
kemudian dlenturkan tidak akan kembali lagi. Hal 
tersebut dapat menghindarkan salah paham dari orang 
awam misalnya : untuk melepaskan pakaian kaku myat 
pundak dan leher harus dilenturkan, bila pada mayat 
tidak dilakukan otopsi tetapi diserahkan kembali 
kepada keluarga dan waktu mayat dimandikan keluarga 
mendapatkan leher sangat lemas, sehingga timbul 
penafsiran yang bukan-bukan misalnya dikira ruas 
tulang leher patah. Setelah pakaian dilepas semua isi 
saku dikeluarkan dan diperiksa, kemudian dicatat 
untuk kepentingan identifikasi pakaian diperiksa 
adanya noda darah, lumpur, robekan, bekas lubang 
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anak peluru dsb. Pakaian dan benda yang ditemukan 
dibungkus rapi diberi label dan disegel dengan dilak 
kemudian diserahkan kepada penyidik.
94
 
3. Lebam mayat 
Selanjutya, diperhatikan lebam mayat, ada 
kalanya ditemukan lebam mayat pada dua tempat yang 
letaknya berlawanan, ini berarti posisi mayat pernah 
dirubah. 
Warna lebam mayat biasannya merah ungu 
(livide), pada keracunan dengan karbon monoxide pada 
kebakaran, keracunan gas masak (CO), asam sianida 
(HCN), warna menjadi merah terang (cherry red). 
Lebam mayat ini juga menjadi merah terang pada 
mayat yang disimpan di kamar dingin dengan suhu 
yang rendah sekali. 
4. Pembusukan 
5. Panjang dan berat badan Mayat kemudian diukur 
panjangnya dan ditimbang beratnya. 
6. Kepala : 
a. Luka : ada luka atau tidak 
b. Bentuk : bulat, lonjong, bulat lonjong 
c. Rambut, kumis, janggut, alis : warna, panjang, 
lurus/berombak/keriting. 
d. Mata 
- Selaput biji mata (conjunctiva bulbi), selaput 
kelopak mata (conjunctiva pelpebra); pucat, 
merah, kuning, bintik-bintik perdarahan. 
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- Selaput bening (cornea); bening, keruh, parut 
luka, lensa kontak 
- Selaput pelangi (iri); warna, iri dektomi 
- Menik mata (pupil); sama lebar, diameter 
- Lensa mata; keruh, aphakia 
- Mata palsu (prothesis) 
e. Hidung: 
- Bentuk : mancung, pesek 
- Cairan yang keluar; darah, buih 
f. Mulut : 
- Bentuk bentuk bibir, warna bibir 
- Cauran yang keluar : darah, buih 
- Formula gigi, isian gigi (filling plombage) 
- Gigi palsu, jembatan gigi (prothesis) 
- Gigi dipangur 
g. Telinga : bentuk, cairan yang keluar, misal darah 
7. Leher : luka bekas alur jerat, dan bekas cekikan 
8. Dada : 
- Bentuk simetris 
- Bentuk payudara 
- Luka 
9. Perut : 
- Bentuk cekung, membesar 
- Warna daerah usus buntu (appendix), coecum 
- Keadaan pusat, tali pusat 
- Parut luka di lipat paha (inguinalis) 





10. Alat kelamin laki-laki : 
- Rambut kemaluan 
- Zakar (penis); bentuk khitan 
- Kandung buah pelir scrotum 
- Buah pelir (testis) 
- Perut luka95 
11. Alat kelamin wanita :  
- Rambut kemaluan 
- Bibir besar kemaluan (lablum majus) 
- Bibir kecil kemaluan (lablum minus) 
- Selaput dara (hymen) 
12. Dubur (anus) 
- Bawasir (haemorrhoid) 
- Apa yang keluar 
- Parut luka 
13.  Anggota gerak : 
a. Anggota gerak atas : lengan atas, lengan bawah dan 
tangan 
- Bengkak (oedema) 
- Luka bekas tusukan jarum 
- Luka lain 
b. Anggota gerak bawah : tungkai atas, tungkai bawah, 
kaki 
- Bengkak (oedema) 
- Luka bekas tusukan jarum 
- Luka lain 
 
                                                          




- Bentuk : kekel depan (lordosis), kekel belakang 




- Luka bekas tusukan jarum 
- Luka perut96 
Semua fakta mengenai kondisi tubuh direkam dan 
dicatat, rekaman bisa dengan menggunakan kamera foto 
sebanyak dan seakurat mungkin melingkupi keseluruhan 
bagian detail tubuh mayat tersebut. Kemudian dilakukanlah 
bedah internal. Pembedahan internal ini dilakukan untuk 
memeriksa organ dalam tubuhnya. Misalnya, residu 
kandungan zat racun atau residu zat lain dalam organ dalam 
tubuh si mayat yang meliputi jantung, paru-paru, hati, 
kandung empedu, usus, limpa, lidah, otak, mata, ginjal, 
kandung kencing. Pembedahan juga dilakukan untuk melihat 
dan memastikan adannya kerusakan organ untuk memastikan 
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